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3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo.
PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengaditan.

5.8urat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VII/2022 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di
Pengadilan.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 1.83 &M.“a/;ﬁf
Keterbukaan Infoemasi Publik. 2.82 =

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 3.81

Keterkaitan o Peralatan dan Periengkapan

SOP Kepaniteraan Pidana
SOP Kepaniteraan Perdata
SOP Kepaniteraan Hukum
SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

SOP Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan
SOP Pengujian Tentang Konsekuensi
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oa LN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer/ Laptop

Printer

Register Permohonan informasi
Formuilir-formulir dokumen pendukung lainnya

Permgatan ' Pencatatan dan Pendataan

peradilan tidak dapat terlaksana dengan baik

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten, pelayanan Tersimpan di Kumpulan SOP Pengadilan Negeri Bantul
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1. | Memerintahkan untuk SK Pengujian Surat
mendokumentasikan Konsekuensi | Perintah
informasi yang dikecualikan (:)
berdasarkan SK Pengujian |
| Konsekuensi :
2. | Membuat daftar dokumentasi Draft Daftar
dan arsip informasi yang Dokumen Dokumen
dikecualikan dan arsip informasi
informasi yang
| dikecualikan dikecualikan
h
3 Review atas daftar Daftar Daftar
dokumentasi dan informasi Dokumen Dokumen
yang dikecualikan Tidak /> informasi Sha informasi
- yang ari | yang
sesuat \ dikecualikan kerja dikecualikan
sudah
direview
4 | Membuat persetujuan atas . Daftar Daftar
daftar dokumentasi dan arsip Sesuai dokumen dokumen
| informasi yang dikecualikan L dan arsip dan arsip
T informasi informasi
‘ dikecualikan dikecualikan
- B — disetujui
5 Mendokumentasikan Daftar Dokumentasi
informasi yang dikecualikan v dokumen informasi
C) dan arsip yang
informasi dikecualikan
dikecualikan

disetujui




